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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan dalam bab terdahulu, 

penulis menyimpulkan hal dibawah ini  

5.1.1 Persidangan yang dilakukan secara elektronik memiliki dasar 

hukum PERMA 4/2020 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA 

8/2022. Dalam PERMA tersebut dinyatakan bahwa persidangan elektronik 

dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Persidangan secara 

elektronik ditujukan tidak hanya untuk situasi pandemi Virus Covid-19 tapi 

juga untuk situasi-situasi tertentu yang tidak memungkinkan untuk 

dilakukannya persidangan secara luring. Pada implementasinya, 

persidangan secara elektronik menyimpangi KUHAP, karena dalam 

KUHAP persidangan harus dilakukan di gedung pengadilan dan 

pemeriksaan oleh hakim dilakukan secara langsung dan lisan. Persidangan 

secara elektronik juga menyimpangi beberapa asas dalam hukum acara 

pidana seperti asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapannya, 

karena tidak memberikan rasa sederhana dan cepat bagi masyarakat yang 

memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi atau kurangnya sarana 

dan prasarana untuk melakukan persidangan online. Asas pengadilan 

terbuka untuk umum juga tidak dijalankan dengan sepenuhnya karena 

terhalang fasilitas yaitu pengunjung sidang yang tidak bisa melihat 

terdakwa, dan hanya bisa mendengar keterangan terdakwa melalui audio 

saja. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan juga disimpangi, 

karena hakim tidak bisa memeriksa terdakwa secara langsung dan lisan 

karena hanya terhubung secara teleconference. Serta asas pengadilan 

memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa pun secara tujuan tidak 

terlaksana dalam persidangan elektronik. Tujuan hakim memeriksa 

terdakwa secara langsung ialah agar terdakwa dapat mendapatkan hak-

haknya sebagai seorang terdakwa dan agar hakim bisa melihat bagaimana 

sikap yang ditampilkan oleh terdakwa dalam menyampaikan keterangan. 

Dalam persidangan secara elektronik, sudah dipastikan bahwa hakim tidak 
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bisa melihat bagaimana sikap dari terdakwa serta beberapa hak terdakwa 

tidak didapatkan dalam persidangan elektronik. 

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan persidangan 

pidana secara elektronik ini dinilai menyimpangi asas-asas dalam hukum 

acara pidana yang semestinya menjadi landasan beracara, karena sudah 

diatur dalam KUHAP. 

 

 

5.1.2 Fasilitas dalam persidangan secara elektronik belum sepenuhnya 

memadai, padahal fasilitas sarana dan prasarana ialah salah satu komponen 

untuk membuat hukum menjadi efektif. Hal ini juga diperkuat dengan 

dipertanyakan nya kebebasan dari terdakwa dalam memberikan 

keterangannya ditahap pemeriksaan. Hakim dalam hal ini tidak dapat 

melihat terdakwa secara langsung, dan hanya melihat terdakwa sebatas 

setengah badan yang ditampilkan di layar komputer. Oleh karena itu sulit 

bagi hakim untuk memeriksa apakah terdakwa dalam keadaan yang bebas 

atau tidak. Hakim pun sulit memberikan penilaian atas kebenaran 

keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Karena dalam keyakinan 

hakim, untuk melihat kebenaran dari keterangan terdakwa, hakim juga harus 

melihat sendiri sikap dan gerak-gerik terdakwa dalam memberikan 

keterangan yang disampaikan di persidangan. Namun karena hakim tidak 

berhadapan langsung dengan terdakwa di gedung pengadilan, menjadi sulit 

bagi hakim untuk menilai kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh 

terdakwa. Hal lain yang menjadi masalah dalam persidangan secara 

elektronik ialah kendala sinyal atau jaringan internet. Kendala ini menjadi 

cukup fatal apabila terjadi saat salah satu pihak sedang berbicara seperti 

terdakwa yang mengungkapkan keterangann, saksi yang mengungkapkan 

keterangan, atau penuntut umum saat membaca dakwaan. Sehingga apabila 

hal itu terjadi, maka bisa terjadi salah tafsir atau salah tangkap antara pihak 

yang menyampaikan keterangan dan pihak lain yang mendengarkan. Bila 

hal ini terjadi, maka kebenaran materil dari suatu persidangan 

dipertanyakan. Permasalahan lain ialah kebebasan terdakwa yang 
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seharusnya dijamin melalui kamera perekam yang ditayangkan kepada 

hakim, pada kenyataanya tidak ada. 

Maka dari itu persidangan elektronik dinilai tidak sesuai dengan 

kultur hukum masyarakat yang terbiasa melakukan persidangan secara 

langsung di gedung pengadilan, serta kebebasan terdakwa dan keyakinan 

hakim atas keterangan terdakwa juga turut menjadi permasalahan, karena 

hakim tidak melihat terdakwa secara langsung. 

 

5.2 Saran 

5.2.1. Persidangan elektronik ialah suatu terobososan yang baik dalam 

modernisasi peradilan. Namun sayangnya modernisasi ini belum bisa 

terlaksana dengan baik. Permasalahan yang paling utama ialah 

persidangan elektronik tidak sesuai dengan aturan dan asas-asas 

KUHAP serta pengadilan di Indonesia khususnya yang menjadi tempat 

penelitian penulis yakni Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang 

menjalankan persidangan elektronik, memiliki keterbatasan sarana dan 

prasarana seperti perangkat komputer, jaringan internet serta sumber 

daya manusia yang paham akan teknologi. Sehingga penerapan 

persidangan elektronik untuk seluruh kasus dirasa kurang tepat. Oleh 

karenanya akan lebih baik jika persidangan elektronik hanyalah 

digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu saja yang memang tidak 

memungkinkan untuk para pihaknya seperti hakim, terdakwa, penuntut 

umum dan penasihat hukum datang langsung ke gedung pengadilan 

untuk melakukan persidangan. Dalam hal ini perlu adanya regulasi yang 

serentak se Indonesia mengenai sebuah standar kapan harus 

dilakukannya persidangan elektronik. Selain daripada kondisi tertentu 

tersebut, persidangan sepatutnya dilakukan seperti biasa di gedung 

pengadilan.  

 

5.2.2. Tahap pemeriksaan juga merupakan tahapan yang esensial karena 

berhubungan dengan kebenaran materiil dari suatu perkara. Maka 

menjadi sulit khusunya bagi hakim yang memeriksa kebenaran dan 
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memastikan kebebasan terdakwa apabila pemeriksaan ini dilakukan 

secara elektronik. Akan lebih baik apabila yang diterapkan secara 

elektronik ialah sebatas tahap administrasi saja agar arsipnya lebih 

tersusun dan tersistematis oleh sistem komputer. Sedangkan untuk tahap 

pemeriksaan tetap dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Namun 

jika persidangan elektronik terpaksa harus dijalankan karena situasi-

situasi tertentu, Pemerintah harus bisa memenuhi sarana dan prasarana 

dari persidangan elektronik terlebih dahulu. Seperti layar CCTV serta 

standarisasi di seluruh daerah di Indonesia akan sarana dan prasarana 

yang menunjang terlaksananya persidangan secara elektronik. 
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